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PUTUSAN
Nomor 1339/Pdt.G/2024/PA.Pra

ZA L 7

Sl o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama,
dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara :

XXX, NIK 5202084107690XXX, tempat tanggal lahir Jabon Ten-Ten, 01
Juli 1969, umur 54 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, beralamat di Dusun Jabon Ten-Ten,
Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata,
Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Amrullah, S.H. dan
Huswatum, S.H., keduanya Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
“AMRULLAH S.H. & PARTNERS”, yang
beralamat di Jin. By Pass Bandara, Dusun
Gabak Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email Amrullahadv354@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Praya dengan Nomor 797/SK/Pdt/2024/PA.Pra,
tanggal 02 Desember 2024;

Penggugat;

melawan
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XXX, tempat tanggal lahir Bilebante, 31 Desember 1969, umur 54
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan  Petani, beralamat di Dusun
Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan
Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29

November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada
tanggal 02 Desember 2024, dengan register perkara Nomor
1339/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 20 Maret 1998 Penggugat dan Tergugat

telah melakukan perkawinan di Dusun Bilebante, Desa Bilebante,

Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB,

dengan Wali Nikah Bapak Kandung Penggugat Bernama Mustakim

Berwakil kepada Amaq Sairip, dengan Maskawin berupa uang sejumlah

Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar Tunai, perkawinan tersebut

disaksikan lebih dari 20 Orang diantaranya Munawir Haris dan Gazali;

2. Bahwa sewaktu pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan

Tergugat berstatus Jejaka, Penggugat dengan Tergugat tidak ada

hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi

sahnya pernikahan dan dilingkungan sekitar tidak ada orang lain yang

keberatan atas pernikahan tersebut serta pernikahan tersebut tidak

dan/atau belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pringgarata;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
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rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh

Allah Swit;

4, Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Tergugat, Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata,

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah

berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 Dua

orang anak yaitu :

5.1. XXX, Laki-Laki, Umur 23 Tahun;

5.2. XXX, Perempuan, Umur 15 Tahun;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah

tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Agustus tahun

2022, yang dimana ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus,

yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat jarang /tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

- Tergugat tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap keluarganya,
tidak bisa mengimami dan melindungi keluarga sebagaimana layaknya
suami;

- Masalah Ekonomi;

7. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat

adalah ketika Penggugat menanyakan hasil dari pekerjaan sehari-

hari/serabutan pada Januari 2023, sehingga antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan menjalin

hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan

sekarang;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang

dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga

antara Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi
menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan
hasil;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.1339/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk
suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana
maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus
karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan
Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas
dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup
rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga kemudian menjadi dasar hukum untuk
menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan untuk

menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXX) dengan Tergugat

(XXX) pada Tanggal 20 Maret 1998 Penggugat dan Tergugat telah
melakukan perkawinan di Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan
Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, dengan Wali Nikah
Bapak Kandung Penggugat Bernama Mustakim berwakil kepada Amaq
Sairip, dengan Maskawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat (XXX) Terhadap
Penggugat (XXX);
4, Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat
tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan
Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan
Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam berperkara di persidangan telah
menguasakan kepada Amrullah, S.H. dan Huswatum, S.H., keduanya Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “AMRULLAH S.H. & PARTNERS”,
sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2024 dan Majelis
Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa
tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa
Hukum dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202084107690XXX
atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 13 Maret 2018.
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Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal,
diparaf dan diberi kode (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor
B.403/KUA.5202081/PW.01/X11/2024 yang dibuat dan ditandatangani
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, tanggal 02
Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua
Maijelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.2);
2. Bukti Saksi
Saksi 1, XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jabon Ten-Ten, Desa
Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri, yang menikah pada 20 Maret 1998 di Dusun Bilebante, Desa
Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengabh;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah saat Penggugat
dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat berwakil kepada
Amag Sairip;
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan maskawin berupa
uang sejumlah Rp300.000,00 dibayar tunai, yang disaksikan oleh saksi
sendiri dan Gazali;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
hubungan keluarga serta halal untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah
adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan

Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad,;
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- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang
keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, di Dusun Bilebante, Desa
Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan telah
dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat
tidak bertanggung jawab terkait nafkah terhadap keluarga;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 yang lalu sampai sekarang
setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak lagi menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati
Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil;
Saksi 2, XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak
Dasan, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok
Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri, yang menikah pada 20 Maret 1998 di Dusun Bilebante, Desa
Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah saat Penggugat
dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat berwakil kepada
Amag Sairip;
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- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan maskawin berupa
uang sejumlah Rp300.000,00 dibayar tunai, yang disaksikan oleh
Munawir Haris dan Gazali;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
hubungan keluarga serta halal untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah
adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang
keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, di Dusun Bilebante, Desa
Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan telah
dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat
tidak bertanggung jawab terkait nafkah terhadap keluarga;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 yang lalu sampai sekarang
setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah keduanya tidak lagi menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati
Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara
elektronik yang pada pokoknya tetap seperti gugatan dan menyatakan tidak

akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini
termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat,
ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama
Praya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan
Pengadilan Agama Praya,;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat, tertanggal 29
November 2024 yang memberikan kuasa kepada Amrullah, S.H. dan
Huswatum, S.H. sebagai Kuasa Hukum telah memenuhi syarat dan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat
Kuasa Khusus, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa
Hukum Penggugat untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Praya
untuk mewakili atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah
tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana setiap perkara

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.1339/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih
dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini
Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak
pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut
sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan
kumulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau samenvoeging
vanvordering pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum
positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh
karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu
kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan
beracara berdasarkan asas processdoelmatigheid penggabungan dapat saja
dilakukan asal terdapat innerlijke samenhangen atau koneksitas erat di antara
subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kumulasi obyektif yang
diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki
koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehinga pemeriksaan perkara
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akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan
sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah
yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dan
kumulasi dengan isbat nikah dalam rangka perceraian dengan dalil pokok
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 20
Maret 1998 di Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata,
Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat
berwakil kepada Amaq Sairip, dengan maskawin berupa uang sejumlah
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tunai, ijab kabul dilaksanakan secara
langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta
dihadiri oleh beberapa orang di antaranya Munawir Haris dan Gazali, dan
antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga
sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak
ada pihak-pihak yang keberatan, pada saat menikah Penggugat berstatus
perawan dan Tergugat berstatus jejaka, sejak awal berumah tangga Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah
terhadap keluarga, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat terjadi pada Januari 2023 yang berakibat pada terjadinya pisah
rumah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat
juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat lagi, oleh
karena itu Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi
untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah
berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut
tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan
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meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat
tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga
berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun
karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang
menggunakan hukum acara khusus (lex spesialis), sehingga Penggugat tetap
dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai
perceraiannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda
(P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, terhadap alat bukti (P.1) dan (P.2) setelah diteliti ternyata
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap
pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan
lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang
menerangkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Lombok
Tengah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) tersebut adalah alat bukti akta
autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka
berdasarkan bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat
berupa asli Surat Keterangan yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut
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menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat belum pernah terdaftar dalam Daftar
Akta Nikah pada KUA Kecamatan Pringgarata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) tersebut adalah alat bukti akta
autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka
berdasarkan bukti (P.2) telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan
Tergugat belum tercatat di KUA Kecamatan Pringgarata;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang saksi Penggugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo.
Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat
sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah
bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan
sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya
terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di dasarkan atas
pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya
saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah
memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah
berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan
Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut
adalah dalam rangka penyelesaian perceraiannya, oleh karena itu berdasarkan
ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan

Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut di atas dapat untuk diterima;
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Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
tentang kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terlebih
dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah
dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah
menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam
pada 20 Maret 1998 di Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan
Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung
Penggugat berwakil kepada Amaq Sairip, dengan maskawin berupa uang
sejumah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tunai, ijab kabul dilaksanakan
secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu
serta dihadiri oleh beberapa orang di antaranya Munawir Haris dan Gazali,
antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang
menghalangi pernikahan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan
dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut,
ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum
Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum
Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1)
dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 14
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis
Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama’ yang diadopsi menjadi
pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

1. Dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

ls 9350 alag ping aizua 453 81 ol)e 784 sosall 9
J.).Q LS).QLJLL_g.
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Artinya : “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan
syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :
<Y lg dumo I cuii seeall asg e din Lol cargin ale

Artinya : “Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang
perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum
atas pernikahannya“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan
Tergugat tersebut di atas, dengan demikian petitum permohonan Penggugat
yang memohon pengesahan pernikahannya dalam rangka perceraian dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada
pokoknya bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi
dimana Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah terhadap keluarga,
yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat
sejak Januari 2023 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah ada komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah
lahir maupun batin kepada Penggugat lagi. Atas keadaan tersebut, Penggugat
sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk
mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah
berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada 20 Maret 1998;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah Tergugat di Dusun Bilebante, Desa Bilebante, Kecamatan
Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi
sejak Januari 2023 atau 2 (dua) tahun sampai sekarang setelah Tergugat
menjatuhkan talak kepada Penggugat;

- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab
terkait nafkah terhadap keluarga;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh keluarga dan orang
dekat agar dapat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut
ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama dalam hal ini
berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
berlangsung lama sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal, hal tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam
hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut
telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati
dan didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, yang mana hal
tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan
perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang
terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru
mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini
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sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi

pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana

tersebut dalam kitab Al-Mar’atu Baina Al Fighi wa Al Qonuni halaman 100
sebagai berikut :
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Artinya : “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan

dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah

apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil,

namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri
kehidupan berumah tangga antara suami isteri*,

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian
suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan
dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu
adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti
diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam
kehidupan dan suami istri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan
hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing
secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah
perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
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sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga
yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa
dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan
Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan
Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, maka pada
hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan
kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih
besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil
adalah perceraian sebagaimana kaidah figih yang berbunyi sebagai berikut :

ool > e pado awlaalll)
Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil
maslahat’.;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh Sunnah Juz I
halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang
berbunyi :
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Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri
atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri
tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang
menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka,
maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalii gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut
sangat sesuai (relevan) dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim
sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab Ahkamul Qur'an
Juz Il hal. 405 yang berbunyi :
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Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim,
dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah
cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan, dan dengan dikabulkannya gugatan Penggugat
maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh
karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan
Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak
yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam
sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami
istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 181 ayat (2) huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat
mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3
(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi
yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-
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undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan
Tergugat (XXX) yang dilaksanakan pada 20 Maret 1998 di Dusun Bilebante,
Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap
Penggugat (XXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Praya pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan
dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.1.,
sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.l. dan Musthofa Isniyanto,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baiq Rosida, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara

elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota |, Ketua Majelis,
ttd ttd
Aniq Fitrotul I1zza, S.H.I. Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.l.
Hakim Anggota Il,
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ttd

Musthofa Isniyanto, S.H.
Panitera Pengganti,

td

Baiq Rosida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan :Rp 32.000,00
- PNBP :Rp 30.000,00
- Penerjemah :Rp ,00

- Redaksi :Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah Rp 212.000,00
(dua ratus dua belas ribu rupiah);
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